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ABSTRAK 
Penelitian ini diangkat dari berbagai masalah terkait "pekerja seks 

komersial anak" yang menyiratkan bahwa anak-anak tampaknya memilih profesi 

ini untuk mereka jalani. Padahal keinginan orang dewasa atas anak-anak untuk 

dijadikan obyek seks membuat mucikari merekrut anak sebanyak-banyaknya agar 

dapat diperdagangkan dalam bentuk prostitusi anak. Penelitian ini dilakukan 

untuk menjawab bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim terhadap 

pertanggungjawaban pidana mucikari yang melakukan prostitusi anak dengan 

modus operandi pijat plus-plus dalam putusan nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb 

serta menurut perspektif hukum jinayah. 

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah ini yaitu 

penelitian hukum normatif, yakni penelitian  hukum dengan menggunakan 

penelusuran studi putusan. penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan kasus (case approach). Sumber penelitian ini menggunakan sumber 

primer dan sumber sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah 

teknik analisis deskriptif yang disusun secara induktif sehingga menjadi data yang 

konkrit mengenai pertanggungjawaban pidana mucikari terhadap prostitusi anak 

dengan modus operandi pijat plus-plus menurut pertimbangan hukum hakim 

dalam putusan nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb. 

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan yaitu dalam bentuk 

pertanggungjawaban terhadap mucikari yang tercantum dalam amar Putusan 

Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb, hakim memilih pasal 76I Jo. Pasal 88 ayat (1) 

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menurut penulis 

kurang tepat sebab dalam dakwaan jaksa pertama terdapat Undang-Undang yang 

lebih bersifat khusus yang dapat mencakup semua delik yaitu pasal 2 ayat (1) dan 

(2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dimana harus disertai penambahan hukuman ¹/₃ (sepertiga) 

dalam pasal 17. Bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dapat ditinjau dari 

pelaku tindak pidananya yang melibatkan 2 (dua) anak sebagai objek yang 

tereksploitasi untuk mendapatkan keuntungan selain itu, terdakwa juga melakukan 

kekerasan dan ancaman yang membuat anak-anak korban terintimidasi. Kemudian 

bentuk pertanggungjawaban terhadap mucikari dalam perspektif hukum jinayah 

tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sehingga termasuk 

dalam jarimah takzir, dimana bentuk pertanggungjawaban pidana diserahkan 

kepada ulil āmri.  

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hakim (ulil 

āmri) dalam pengadilan yang menangani kasus perdagangan orang khususnya 

kasus yang melibatkan anak seharusnya lebih peka dan teliti. Selain itu, hal ini 

mempengaruhi pertanggungjawaban pidana yang dituangkan dalam amar putusan 

hakim yang  dijatuhkan kepada terdakwa dalam melakukan tindak pidana. 
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